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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil
Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.
Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang
belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus
linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar

pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonen

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan
huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan

dengan huruf serta tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin

sebagai berikut:

No. | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin Keterangan

1. | Alif Tidak dilambangkan
2. < Ba B Be

3. < Ta T Te

4. < Sa Ts Te dan es

5. z Jim J Je




No. | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin Keterangan

6. c Ha H H dan garis bawah

7. d Kha Kh Ka dan ha

8. 3 Dal D De

9. 3 Zal z de dan zet

10. 2 Ra R Er

11. J Zai z Zet

12. o Sin S Es

13. g Syin Sy es dan ye

14, ol Sad S es (dengan garis di bawah)

15. ul Dad D de (dengan garis di bawah)

16. b Ta T te (dengan garis di bawah)

17. 5 Za Z zet (dengan garis di bawah)

18. d ‘ain ‘ koma terbalik (di atas hadap
kanan)

19 & Gain Gh Ge dan ha

20. o Fa F Ef

21. a3 Qaf Q Ki

22. d Kaf K Ka

23. J Lam L El

24. a Mim M Em

25. O Nun N En
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No. | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin Keterangan

26. 3 Wau w We

217. o Ha H Ha

28. ] Hamzah ’ Apostraf

29. Ya % Ye

2. Vokal
Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal Panjang

= A i=3
=1 ¢l =Ai @l=T
=U S =Au 5=

3. Ta Marbutah
Ta mrbutah hidup dilambangkan dengan /t/
Contoh:
a3l 4« Ditulis mar’atun jamilah
Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/
Contoh:
daka b Ditulis Fatimah
4. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddad tersebut.
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Contoh:
L,  Ditulis rabbana
g Ditulis al-bir

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf ‘“huruf syamsiyah” ditransliterasukan
sesuai dengn bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang ama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
) Ditulis asy-syamsu
da A Ditulis ar-rajulu
5 Al Ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu bunyi /1/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan

dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
el Ditulis al-gamar
&l Ditulis al-badi’
Jd Ditulis al-jalil
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6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliteraksikan. Akan tetapi,
jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu

ditranliterasikan dengan apoyrof /°/.

Contoh:

il Ditulis umirtu
£ o Ditulis syai 'un

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan

Bahasa Indonesia (PUEBI).

8. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

oY1z 1 ditulis syaikh al-1slam atau syaikhul Islam.
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ABSTRACT

This research is an effort to determine the form of legal protection for the
constitutional rights of Indonesian migrant workers in Brebes Regency. Then
explains the Brebes Regency Government's efforts to provide legal protection for
the constitutional rights of migrant workers. This research is included in the type
of qualitative research through the field with an empirical juridical approach,
producing analytical descriptive data. The data used is primary data and secondary
data. By taking the research subject of the Department of Industry and Manpower
which implements legal protection for migrant workers from Brebes Regency as
well as Indonesian migrant workers from Brebes Regency. The data collection
technique used was through interviews and documentation. Data analysis uses
data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions from
existing data. The research results show that First; There are four factors that
cause why migrant workers have not maximally received constitutional rights to
legal protection in Brebes Regency, namely: There are no special regional
regulations in Brebes Regency, there is no complete database of workers in
Brebes Regency, lack of budget, there is no Unit Team. Duties (Task Force) in
Brebes Regency. Second: There are various efforts made by the Brebes Regency
Government to provide constitutional rights in the form of legal protection to
migrant workers, such as: The Brebes Regency Government is trying as quickly
as possible to create or ratify the latest Regional Regulations. Proposing a budget
to support legal protection. Immediately create a task force team to provide legal
protection for Indonesian migrant workers in Brebes Regency, trying to improve
services to increase legal protection in Brebes Regency.

Keywords: Legal Protection, Constitutional Rights and Migrant Workers
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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui bentuk perlindungan
hukum atas hak konstitusional pekerja migran Indonesia di Kabupaten Brebes.
Kemudian menjelaskan bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap hak konstitusional para pekerja
migran. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif melalui lapangan
dengan pendekatan yuridis empiris, menghasilkan data deskrptif analitis. Data
yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan mengambil
subjek penelitian Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan yang melaksanakan
perlindungan hukum terhadap para pekerja migran yang berasal dari Kabupaten
Brebes serta para pekerja migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Brebes.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan
dokumenasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan dari data-data yang ada. Hasil penelitian menunjukan
bahwa Pertama; terdapat empat faktor yang menjadikan mengapa pekerja migran
belum secara maksimal mendapatkan hak konstitusional atas perlindungan hukum
di Kabupaten Brebes, yaitu: Belum adanya Peraturan Daerah khusus di
Kabupaten Brebes, belum mempunyi databased tenaga kerja di Kapubaten Brebes
yang lengkap, kurangnya anggaran, belum memiliki Tim Satuan Tugas (Satgas) di
Kabupaten Brebes. Kedua: Terdapat berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Brebes untuk memberikan hak konstitusional berupa perlindungan
hukum terhadp para pekerja migran seperti: Pemerintah Kabupaten Brebes
berusaha secepatnya dalam membuat atau mengesahkan Peraturan Daerah yang
terbaru. Mengajukan anggaran untuk mendukung perlindungan hukum.
Secepatnya membuat tim satuan tugas dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap para pekerja migran Indonesia di Kabupaten Brebes, berusaha
memperbaiki layanan untuk meningkatkan perlindungan hukum di Kabupaten
Brebes.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Konstitusional dan Pekerja Migran
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang biasa disebut
sebagai Tenaga Kerja Indonesia merupakan sebuah fenomena yang sudah
biasa terjadi, terutama di daerah pedesaan. Hal ini terjadi karena
kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di suatu daerah. Di provinsi
Jawa Tengah khususnya Kabupaten Brebes minat masyarakat untuk
berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri masih sangat
tinggi. Di Kabupaten Brebes sendiri menurut data yang diperoleh dari
Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes jumlah angkatan Pekerja Migran
Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia dari tahun 2020-2022 yaitu pada
tahun 2020 sebanyak 2.301 jiwa, tahun 2021 sebanyak 572 jiwa dan pada
tahun 2022 sebanyak 2.296 jiwa." Hal ini menandakan bahwa Kabupaten
Brebes dikenal sebagai kantong tenaga imigran. Dengan masih banyaknya
masyarakat kabupaten Brebes yang berminat menjadi Pekerja Migran
Indonesia di luar negeri pemerintah pun berusaha menyediakan lapangan
kerja terhadap masyarakatnya yang bertujuan untuk kehidupan yang lebih
layak.?

Pekerja migran Indonesia tidak dapat dipisahkan dari adanya

perlindungan hukum. Perlindungan terhadap pekerja migran sangat perlu

'Badan Pusat Statistika Kabupaten Brebes,laporan dari Aplikasi pendukung data (2022).
*https://www.kompas86.com/hukum/komisi-perlindungan-tki-di-brebes-mandul/ diunduh
tanggal 8 November 2022.



https://www.kompas86.com/hukum/komisi-perlindungan-tki-di-brebes-mandul/

dilakukan dikarenakan pekerja merupakan orang Indonesia yang perlu
dilindungi oleh hukum vyang berlaku.® Perlindungan warga negara
berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara. Bahwa
“Setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil dan penuh hormat
serta berhak mendapatkan perlindungan hukum.” sebagaimana tercantum
dalam ayat (1) pasal 28D Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ”.* Begitu pula dengan hak-hak dasar sebagai warga
negara di mana pun ia bekerja, baik yang berstatus warga negara berbeda
maupun berstatus warga negara yang sama. Sebagaimana tercantum dalam
Pasal 28D Ayat 3 UUD Tahun 1945: “Setiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja” sehingga dapat hidup sesuai dengan
kemanusiaannya.”

Perlindungan pekerja migran Indonesia merupakan faktor penting
bagi pekerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “setiap warga
negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi umat manusia”.t Oleh karena itu, pekerja membutuhkan

perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah

*Muhammad Sadi Is, Sobani,”Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia”, (Jakarta: Kencana,
2020) , him 96.

* Lihat pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
*Lihat pasal 28 D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

SLihat pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



hak dasar yang dibawa sejak lahir dan dilindungi oleh Konstitusi.’
Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan pekerja adalah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang
mengatur terkait perlindungan hak-hak pekerja, termasuk hak atas upah
yang layak, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk hak
untuk beristirahat dan berlibur, hak untuk mengundurkan diri, hak untuk
mogok dan sebagainya.®

Adapun perlindungan terhadap perkerja migran Indonesia tertuang
pada pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa
setiap pekerja migran Indonesia memiliki hak dan kewajiban yaitu:
Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai
dengan kemampuannya, Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri
melalui pendidikan dan pelatihan kerja, Memperoleh informasi yang benar
mengenai pasar keja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar,
Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan
tanpa diskriminasi pada saat sebelum kerja, selama kerja, dan setelah
kerja, Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang
dianut, Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di
negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau
perjanjian kerja, Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas
tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara

"H. Zaeni Asyhdie, “Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia”,
(Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019) him 42.
8Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



tujuan penempatan, Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban
sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kkerja, Memperoleh akses
berkomunikasi, Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja, Berserikat
dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan,
Memperoleh  jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan
kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal, Memperoleh
dokumen dan Perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau
Pekerja Migran Indonesia.’

Jika dilihat dari fakta yuridis bahwasanya perlindungan hukum
wajib diberikan oleh seuruh warga negara yang berkaitan dengan hak
konstitutisional warga negara. Dimana setiap warga negara berhak
mendapatkan perlindungan hukum terutama pekerja migran Indonesia.
Namun fakta empiris yang terdapat pada realita di lapangan penulis
menemukan bahwa perlindungan hukum atas hak kostitusional belum
maksimal diberikan terhadap para pekerja migran yang berasal di
Kabupaten Brebes. Dimana tidak adanya Peraturan Daerah yang terbaru
dalam memberikan perlindungan terhadap calon pekerja migran maupun
pekerja migran di Kabupaten Brebes dan beberapa pekerja migran saat
berada di penempatan bekerja, mereka mengalami permasalahan seperti
tidak digaji sesuai dengan kontrak kerja, kerja melebihi waktu yang telah

disepakati antara kedua belah pihak tanpa adanya uang lemburan, bahkan

°Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia.



sampai tidak digaji sampai 5 bulan hal ini menandakan bahwa pengawasan
dalam perlindungan pekerja migran yang berasal dari Kapubaten Brebes
belum maksimal.

Berkaitan dengan undang-undang tersebut, jelas bahwa pekerja
migran memiliki perlindungan hukum atas hak konstitusional sebagai
warga negara yang bekerja di luar negeri. Namun pekerja migran di
Kabupaten Brebes belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana
yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 dan pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
perlindungan pekerja migran Indonesia dan Peraturan Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pendaftaran dan
Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia. Namun kenyataan yang terjadi di
lapangan jaminan hak konstitusional atas perlindungan hukum terhadap
calon pekerja migran atau pekerja migran belum terpenuhi secara
maksimal dengan adanya peraturan daerah yang tidak diperbarui. Dari
fakta diatas membuat penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana langkah
pemerintah Kabupaten Brebes untuk memberikan jaminan hak
konstitusional atas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh
pekerja migran. Sehingga penulis mengkaji secara mendalam serta
hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum
Atas Hak Konstitusioal Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten

Brebes”.



Rumusan Masalah

1.

Mengapa pekerja migran belum secara maksimal mendapatkan
perlindungan hukum atas hak konstitusional di Kabupaten Brebes?
Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memberikan

perlindungan hukum atas hak konstitusional para pekerja migran?

Tujuan Penelitian

1.

Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum atas hak
konstitusional di Kabupaten Brebes.

Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam
memberikan perindungan hukum atas hak konstitusional pekerja

migran di Kabupaten Brebes.

Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi para akademisi hasil dari penelitian ini diharapkan mampu

memberi sebuah kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan dalam
bidang Hukum Tata Negara terkat kajian jaminan hak
konstitusional pekerja migran di Indonesia.

Bagi para peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberikan data secara lengkap dan luas terhadap peneliti
selanjutnya terkait jaminan hak konstitusional atas perlindungan

pekerja migran Indonesia



2. Manfaat Praktis
a. Bagi Praktisi Hukum
Sebagai masukan pada pemerintah untuk membentuk
peraturan daerah terkait perlindungan hukum pekerja migran
Indonesia yang ada di Kabupaten Bebes.
b. Bagi masyarakat
Bagi masyarakat secara umum untuk mengetahui jaminna hak
konstituisonal atas perlindungan pekerja migran dalam
mewujudkan pelaksanaan Undang-undang.
Kerangka Teori
1. Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan
martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang
dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum atau
peraturan yang dapat melindungi suatu hal. Di Indonesia sediri
perlindungan hukum menganut pada pancasila sebagai landasannya.
Dengan demikian, secara sederhana konsep perlindungan hukum
terhadap pekerja migran Indonesia tetap bertumpu pada perlindungan
harkat dan martabat pekerja migran Indonesia.’
2. Hak Konstitusional
Konstitusi adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan dasar atau

hukum dasar suatu negara. Konstitusi merupakan keseluruhan

10" Ashabul Kahfi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, Jurnal Jurisprudenti,
Vol 3 No. 2 (2016) him 7.



peraturan yang meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang
mengatur suatu pemerintahan yang diselenggarakan disuatu negara.™
Hak konstitusional adalah hak warga negara yang dijamin oleh
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Hak warga negara
tersebut bersumber dari perlindungan hak konstitusional oleh peraturan
perundang-undangan.’> Oleh Kkarena itu, setiap warga negara
mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan semua
warga negara berhak atas hak dan kewajiban yang sama. Hubungan
antara hak warga negara dan hak asasi manusia dalam
penyelenggaraan negara Indonesia adalah bahwa hak-hak tersebut
harus diwujudkan dalam legitimasi hukum dan tidak hanya mengatur
penyelenggaraan kekuasaan dalam lembaga-lembaga negara, tetapi
juga hubungan antara negara dan warga negara. dalam kekuasaan
negara yang berhubungan dengan hak konstitusional warga negara.*®
Hak-hak yang terdapat di dalalam Undang-undang Dasar 1945
sebagaimana dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua Undang-
undang Dasar 1945 terkait ketentuan hak asasi manusia yang telah
mendapatkan jaminana hak konstitusional. Dalam pasal 9 Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu: Hak untuk hidup, Hak untuk

berkeluarga, Hak untuk mengembangkan diri, Hak untuk memperoleh

“Marwan Mas, “Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara” (Depok: PT Raja grafindo
Persada, 2018) him 11.

Daniel Nicolas Gimon,”Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk
Perlindungan Hak Konstitusi”, Jurnal Lex Administratum,Vol.VI/No.4 (2018) him 3-4.
13Aprina Chintya,”Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di

Luar Negeri”, Institut Agama Islam Negeri Metro (2017). him 108-109



keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas
kesejahteraan, Hak turut serta dalam pemerintahan, Hak wanita dan
Hak anak.'* Dengan adanya hak asasi manusia yang sudah dirumuskan
dalam Undang-undang Dasar 1945, maka semakin kuat jaminan hak
asasi manusia di Indonesia yang menjadikan kekuasaan tetinggi pada
hukum dan konstitusi terhadap warga negaranya yang memiliki hak
konstitusional dimana hak tersebut dijaminkan oleh konstitusi dan
Undang-undag Dasar.
3. Pekerja Migran

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia
yang akan, sedang, atau melakukan pekerjaan dengan menerima upah
di luar Negeri.*® Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk
melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja
Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya
pemenuhan haknya dan keseluruhan keiatan sebelum bekerja, selama
bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang
menyatakan pelindungan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk:

a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia

sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia

|_ihat pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
BSolechan, Tri Rahayu Utami, “Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia”, Jurnal Administrasi law & Governance, Vol. 3, No. 1 (2020), him
153.
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b. Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja
Migran Indonesia dan Keluarganya.'®
F. Penelitian Yang Releven

Dalam setiap penelitian, peneliti harus mengkaji terdahulu beberapa
karya ilmiah terkait dengan judul yang akan dibuat sebagai pertimbangan
yang kemudian diambil kesimpulan dari setiap permasalahan karya ilmiah
tersebut. Berikut beberapa kerya ilmiah terkait Jaminan hak konstitusional

dan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia:

1. Nova Andriani (2019), yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak-hak
Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun
2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. Penelitian ini
fokus pada masalah terkait perlindungan pekerja migran Indonesia
yang diatur pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.
Penelitian ini membahas terkait melindungi kepentingan Calon Pekerja
Migran Indonesia dalam mewujudkan pemenuhan haknya dalam
keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah
bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial. Sehingga persamaan
dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu
sama-sama membahas pemenuhan hak pekerja migran, lalu perbedaan
penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap calon pekerja

migran Indonesia sebelum bekerja,selama bekerja dan setelah bekerja,

' Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia.
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sedangkan yang akan penulis bahas mengenai jaminan hak
konstitusional warga negara terhadap perlindungan hukum pekerja
migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Brebes dan
menggunakan metode penelitian yuridis empiris.*’

2. Ricky Johanes Sepang (2021), yang berjudul "Perlindungan Hukum
Terhadap Pekerja Migran Dalam Tindak Pidana Kekerasan Di Tinjau
Dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017”. Penelitian ini fokus
membahas upaya yang diberikan Pemerintah Indonesia terhadap
pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang
terjadi di luar negeri, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
yuridis normatif. Sehingga persamaan penelitian ini dengan penelitian
yang Yyang akan penulis bahas yaitu sama-sama membahas
perlindungan hukum pekerja migran yang ditinjau dari Undang-
undang Nonor 18 Tahun 2017. Lalu perbedaan penelitian ini
membahas perlindungan hukum pekerja migran dalam tindak pidana
kekerasan, sedangkan yang akan penulis bahas mengenai jaminan hak
konstitusional warga negara terhadap perlindungan hukum pekerja
migran indonesia asal Kabupaten Brebes dan metde penelitian yang
digunkan penulis adalah metode yuridis empiris.

3. Windi Arista (2019), yang berjudul “Hak-hak Konstitusional Buruh

Migran Indonesia Di Malaysia”. Penelitian ini fokus terhadap hak-hak

Nova Andriyani,”Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Migran Ditinjau
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia”, Aceh: Skripsi Program Studi Syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry (2019).
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buruh migran yang berada di Malaysia yang dimana realitanya buruh
migran Indonesia seringkali mendapatkan eksploitasi mulai saat
pendaftaran, perekrutan,penempatan hingga saat kembali ke Indonesia,
jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.*®
Sehingga persamaan penelitian ini dengan penelitian yang yang akan
penulis bahas yaitu sama-sama membahas hak-hak yang berkaitan
dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Lalu perbedaan
penelitian ini membahas terkait eksploitasi terhadap pekerja migran
yang ingin bekerja di Malaysia, sedangkan yang akan penulis bahas
mengenai jaminan hak konstitusional warga negara terhadap
perlindungan pekerja migran indonesia asal Kabupaten Brebes.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, jenis
penelitian ini yaitu yuridis empiris dikarenakan penelitian ini melihat
bagaimana implementasi hak konstitusional para pekerja migran yang
berasal dari Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, data utama dalam
penelitian ini adalah informasi dari para pekerja migran, Dinas
Perindustrian dan Ketenagakerjaan dan Dinas yang terkait di
Kabupaten Brebes.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu:

¥Windi Arista, “Hak-Hak Konstitusional Buruh Migran Indonesia Di Malaysia”, Jurnal
Lex Librum, Vol. VI, No.1, (2019), him. 111-114
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a. Pendekatan Per-undang-undangan merupakan pendekatan yang
digunakan untuk melihat aturan undang-undang yang terkait
dengan jaminan hak konstitusional atas perlindungan hukum bagi
pekerja migran di Kabupaten Brebes.*

b. Pendekatan Kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan
dalam penelitian untuk mengetui suatu fenomena yang lebih
komprehensif yang terjadi di lapangan terkait dengan jaminan hak
konstititusional atas perlindungan hukum bagi pekerja migran di
Kabupaten Brebes.

3. Sumber Data

Dari jenis penelitian yang dipaparkan diatas yakni penelitian

hukum empiris maka penelitian ini menggunakan data primer dan data

sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian
yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.*® Dalam
penelitian ini, peneliti memperoleh data langsung dari
sumbernya baik melalui wawancara dengan pegawai Dinas
Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Brebes, para

pekerja migran di Kabupaten Brebes.

¥peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011), him. 144.

OMukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Ahmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 156.
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b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang dapat

memberikan penjelasan tehadap data primer.?* Adapun bahan
hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua
macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesial Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,

Bahan hukum sekunder yang diguankan yaitu rancangan
perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teori hukum,

jurnal hukum, skripsi hukum dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

d.

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang
digunakan dalam penelitian melalui penggunaan tanya jawab.
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terhadap
Pekerja migran dari Kabupaten Brebes, Dinas Perindustrian dan
Ketenagakerjaan dan Dinas yang terkait di Kabupaten Brebes.

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data langsung

yang berhubungan dengan penelitian baik yang berbentuk tulisan

*'"Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Matara University Press, 2020), him. 62.



15

atau gambar.??> Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan
yaitu buku-buku yang terkait dengan penelitian, peraturan undang-
undang dan catatan tertulis yang berhubungan dengan penelitian.
5. Teknis Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Adapun proses
dalam teknis ini, yaitu:

a. Reduksi data merupakan penggabungan data yang diperoleh di
lapangan menjadi uraian yang lengkap. Adapun data dalam
penelitian adalah data-data yang diperoleh dari lapangan
berkaitan mengapa jaminana hak kosntitusional atas
perlindungan hukum terhadap para pekerja migran di
Kabupaten Brebes belum secara maksimal. Data yang direduksi
memberikan penjelasan terhadap penelitian terkait hasil
wawancara.

b. Penyajian data merupakan penyajian sekumpulan informasi
yang tersusun dan menganalisis yang sedang terjadi. Adapun
dalam penelitian ini adalah data yang tersusun dari reduksi
dalam bentuk matriks, gambar atau grafik sehingga informasi
terkait jaminan hak konstitusional atas perlindungan bagi

pekerja migran di Kabupaten Brebes tersusun rapi.

22Suteki, Galang Taufani, “Metodeogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)”,
(Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), him 216-217.
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c. Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan data yang sudah
disusun dan dikelompokan kemudian disajikan dengan suatu
teknik atau pola ditarik kesimpulan. Data tersebut kemudian
disusun memakai media tertentu. Namun, kesimpulan ini
bersifat sementara dan maka perlu mencari data baru lainnya
untuk menarik kesimpulan yang lebih dalam.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-
masing menunjukan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan
yang saling berkesinambungan. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan, yang berisi mengenai gambaran
umum yang mengatur susunan dan isi skripsi mulai dari latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka
(kerangka teori dan penelitian yang releven), metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

BAB Il, menguraikan tentang landasan teori, adapun teori yang
dimaksud yaitu konsep perlindungan hukum atas hak konstitusional bagi
pekerja migran di Indonesia.

BAB Ill, menguraikan tentang implementasi perlindungan hukum
atas hak konstitusional pekerja migran di Kabupaten Brebes. Dalam bab
ini akan di uraikan mulai dari profil Kabupaten Brebes, perlindungan

hukum atas hak konstitusional bagi pekerja migran di Kabupaten Brebes.

“Mely Novasari Harahap, “Anaisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles
dan Huberman”, Jurnal Manhaj, Vol. 18, No. 9, (2021), him 2646-2649.
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BAB IV, berisi analisis hasil penelitian. Bab ini berisi analisis
bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja migran
Indonesia di Kabupaten Brebes. Selanjutnya analisis kedua difokuskan
untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam
memberikan perlindungan hukum atas hak kostitusional terhadap para
pekerja migran.

BAB V, bab ini merupakan pembahasan terakhir yang berisi
penutup yang meliputi: kesimpulan, saran, dan penutup yang dihasilkan

oleh peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dipaparkan oleh peneliti, maka kemudian peneliti memberikan kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang peneliti peroleh
bahwasanya terdapat beberapa faktor yang menjadikan pekerja migran
belum secara maksial mendapatkan perlindungan huum atas hak
konstitusional di Kabupaten Brebes yaitu: belum adanya Peraturan
Daerah yang terbaru di Kabupaten Brebes, kurangnya anggaran dalam
memberikan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan terhadap pekerja
migran Indonesia di Kabupaten Brebes, belum mempunyai databased
yang lengkap baik yang bekerja di luar Negeri, belum terbentuknya
satuan tugas untuk melindungi para pekerja migran di Kabupaten
Brebes.

Terdapat berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten
Brebes untuk memberikan perlindungan hukum atas hak
kosntitusional terhadap para pekerja migran seperti: Pemerintah
Kabupaten Brebes berusaha secepatnya dalam membuat atau
mengesahkan Peraturan Daerah yang terbaru. Mengajukan anggaran
untuk mendukung perlindungan hukum. Secepatnya membuat tim

satuan tugas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para

88
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pekerja migran Indonesia di Kabupaten Brebes, berusaha
memperbaiki layanan untuk meningkatkan perlindungan hukum di

Kabupaten bagi para pekerja migran.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas, maka

peneliti mencoba memberikan beerapa rekomendasi berupa:

1. Pemerintah Kabupaten Brebes harus secepatnya membuat Peraturan
Daerah yang terbaru dan regulasi lainnya sepperti membuat tim satgas
pemerintah Kabupaten Brebes untuk dapat lebih maksimal dalam
menanggapi permasalahan dalam perusahaan maupun perindustrian
agar lebih bisa melindungi tenaga kerja di luar Negeri maupun buruh
yang berada di wilayah kabupaten Brebes.

2. Bagi pekerja migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Brebes
yang berhak mendapatkan hak dan kewajibanya sebagai warga negara.
Jika mengalami kasus permasalahan langsung melaporkan kepada
Dinas Perindustrian dan Ketenagaerjaan agar laporan langsung di
tindak lanjuti oleh instansi terhadap Pemerintah Negara Republik

Indonesia.
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